TAHUN
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2010 NOMOR 30

EMAH RIPAH WIBAWA' MUKT

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 428 TAHUN 2010

TENTANG

RICIAN TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA

Menimbang

DINAS PEMAKAMAN DAN PERTAMANAN KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

:a. bahwa uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pertamiéota Bandung dan

Kantor Pelayanan Pemakaman Kota Bandung masingighaslah

ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung No#idér Tahun 2008
tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan @Gaggnpada Dinas
Daerah Kota Bandung dan Peraturan Walikota BandidgTahun 2008
tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Gaggpada Lembaga

Teknis Daerah Kota Bandung;

. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Daerah Bataung Nomor 13

Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Dd&réd Bandung
Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan SusOnganisasi
Dinas Daerah Kota Bandung, di mana urusan pemakamaag semula
diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Pemakamaa Batdung, saat
ini menjadi urusan yang ditangani oleh Dinas Pemmaikadan Pertamanan
Kota Bandung, maka berdasarkan ketentuan Pasale2Gufan Daerah
Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentdka Susunan
Organisasi Dinas Daerah sebagaimana telah diubalgadePeraturan
Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009, Rinciaga$uPokok,
Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas PemakataanPertamanan

Kota Bandung perlu diatur lebih lanjut oleh Wal&d&andung;

c. bahwa ...



Mengingat

C.

1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaedach huruf a

dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan WalikosadBng tentang

Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan TkK#gja Dinas

Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokdpoko
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Urdiasgng Nomor
43 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penygéeagn Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Niepte;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembant®aerah
sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya detgmiang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentangb&ean Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat || Bandung dendabupaten
Daerah Tingkat Il Bandung;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentandp&gian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Bd@ravinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangganasi
Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2@&7tang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat baera
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 188tng Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Bandung;
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2&@a&ng Urusan
Pemerintahan Kota Bandung;

10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2@itarg

Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Bahdung
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daertdn Bandung
Nomor 13 Tahun 2009;

11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 28@8ng Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahbi200b;

12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 28@irig Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) TalB9r22Q.3;

13. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 200&tg Tata Cara

Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersameputéfsan

Walikota, dan Instruksi Walikota;

MEMUTUSKAN : ...



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG RINIAN TUGAS
POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS

PEMAKAMAN DAN PERTAMANAN KOTA BANDUNG.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud denga

1. Daerah adalah Kota Bandung.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bgnadun

3. Walikota adalah Walikota Bandung.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris DaerahBandung.

5. Satuan KerjadPgkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD &adala
satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Petaérbaerah.

5. Dinas adalah Dinas Pemakaman dan PertamastarBéndung.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas PemakamanP@aiamanan Kota
Bandung.

7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkBT adalah unsur
pelaksana teknis pada Dinas yang berada di bawah da
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sskset

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompolkawagNegeri Sipil
yang diberi tugas, wewenang dan hak secara perakhpsjabat yang
berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesengad profesinya

dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokokutagsif Dinas.

BAB Il

RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATAKERJA

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 2

(1) Dinas Pemakaman dan Pertamanan dipimpin oleh sp&epala Dinas.

(2) Kepala ...



(2) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpmengatur,
merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordiaasik dan
mempertanggungjawabkan  kebijakan  teknis  pelaksanaarusan
pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi das pembantuan di
bidang pemakaman dan pertamanan sesuai dengandweyeemya.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimanakdiud pada ayat (2),
Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis lingkup pemakanpamamanan, ruang
terbuka hijau dan hutan kota serta dekorasi katareldame;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pealayamum di bidang
pemakaman, pertamanan, ruang terbuka hijau dam hkotéa serta
dekorasi kota dan reklame;

c. pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemakgmeatamanan, ruang
terbuka hijau dan hutan kota serta dekorasi katareldame;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Waliketuai dengan tugas dan
fungsinya; dan

e. pembinaan. monitoring. evaluasi dan laporarygenggaraan kegiatan
Dinas.

(4) Uraian tugas Kepala Dinas adalah sebagai kteriku
a. menyusun rencana program dan Kegiatan Dinas bekdas&ebijakan

umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mendelegasikan tugas dan rnengarahkan sasaranalebijkepada
bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapgan program
dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

c. membina bawahan di lingkungan Dinas dengan carab®ekan reward
dan punishment untuk meningkatkan produktivitagaker

d. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional atengara
membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencaneamprogasaran
ketentuan peraturan perundangan - undangan ageraleh hasil yang
maksimal,

e. menyelenggarakan Pembangunan, Pengelolaan, Peraahha
Pemanfaatan, Penlindungan, Pengamanan Ruang TeHbjika dan
Hutan Kota,

f. merumuskan kebijakan teknis operasional di bidamgkaman, bidang
pertamanan, bidang ruang terbuka hijau dan hutda &erta bidang
dekorasi kota dan reklame sebagai bahan penetapbijakan oleh
pimpinan;

g. memantau ...



g. memantau, mengkoordinasikan dan mengendalikan gzelakn
kebijakan operasional di bidang pemakaman, bidangmanan, bidang
ruang terbuka hijau dan hutan kota serta bidangordsk kota dan
reklame sesuai rencana kegiatan;

h. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakarasional di
bidang pemakaman, bidang pertamanan, bidang resbgkia hijau dan
hutan kota serta bidang dekorasi kota dan rekldetemmpinan;

i. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPDmeRatah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;

J. menyelenggarakan pembinaan, monitoring, evaluasn daporan
pelaksanaan kebijakan di bidang pemakaman, bidarigmanan, bidang
ruang terbuka hijau dan hutan kota serta bidangordsk kota dan
reklame sebagai bahan pertanggungjawaban kepasdanatkan

k. melaksanakan tugas lain dari Walikota sesuai demggas pokok dan

fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretaris
Pasal 3

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

(2) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanaabagian tugas pokok
Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan,
mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tuggkumpengelolaan dan
pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaamum dan
kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan programgefolaan keuangan
serta pengkoordinasian tugas-tugas Bidang.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimanakdiud pada ayat (2),
Sekretariat mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan praga rencana Dinas;

b. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunapgratakegiatan Dinas;

c. pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan d@ygman administrasi
kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi uom dan
kepegawaian, program dan keuangan;

d. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggargas-tugas Bidang; dan

e. pembinaan. monitoring, evaluasi, dan pelapkegitan kesekretariatan.

(4) Uraian ...



(4) Uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut

a. menyusun rencana program kesekretariatan berdasgrkaumusan
kebijakan operasional dinas sebagai pedoman pelaksadugas;

b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahaamd
melaksanakan tugas sesuai dengan rencana program tah
ditetapkan agar program dapat dilaksanakan seteltf elan efesien;

c. mengkaji bahan kebijakan teknis di bidang admiastrumum dan
kepegawaian sebagai bahan rumusan kebijakan;

d. mengkaji bahan kebijakan teknis administrasi pnogm@an keuangan
sebagai bahan rumusan kebijakan;

e. menyusun rumusan kebijakan administratif kesekegtar dinas;
menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan batemusan
kebijakan teknis operasional di bidang pemakamarpéaamanan;

g. menyelenggarakan pengkoordinasian pengelolaangdp&omentasian
peraturan perundang - undangan, pengelolaan pekaast, protokol dan
hubungan masyarakat serta penyuluhan;

h. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan prograntama kerja
bidang;

i. menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan daatajeem
Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerjatdnsi Pemerintah
(LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban @WKPdan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LB&D)nformasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD) Dinas;

j. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi damyasein laporan
pelaksanaan administrasi kesekretariatan sebagai hanba
pertanggungjawaban kepada pimpinan;

k. menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional;

. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan akaabij
Kesekretariatan;

m. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPDmeRatah
Provinsi dan Pemerintah Pusat; dan

n. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai tugekok dan
fungsinya.

(5) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi smb@na dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris membawahkan :

a.Subbagian Umum dan Kepegawaian;

b.Subbagian Keuangan dan Program.

Paragraf ...



Paragraf 1
Subbagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 4

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleorag Kepala
Subbagian.

(2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian memputugas pokok
melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris Ingkelayanan
administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimanakduml pada ayat (2),
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunygsiun
a. penyusunan rencana dan program lingkup admasisumum dan

kepegawaian;

b. pengelolaan administrasi umum yang meliputigeéolaan naskah dinas,
penataan kearsipan Dinas, penyelenggaraan kerumgglaizn Dinas, dan
pengelolaan perlengkapan,;

c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang puteli kegiatan,
penyiapan dan penyimpanan data kepegawaian, pamylzghan usulan
mutasi, cuti. disiplin, pengembangan pegawai darsejbiteraan
pegawai; dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelapdiragkup administrasi
umum dan kepegawaian.

(4) Uraian tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawadaiah sebagai
berikut :

a. menyusun rencana program pelaksanaan kegiatardandiumum dan
kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menyusun rencana dan program kerja operasionahti@gadministrasi
umum dan kepegawaian;

c. membagi dan menjelaskan tugas kepada bawahan sesiggn rencana
program yang telah ditetapkan agar program dapaksdinakan secara
efektif dan efisien;

d. memantau pelaksanaan tugas bawahan sesuai renegi@ak untuk
mencapai sasaran yang telah ditentukan;

e. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengamearbandingkan
pelaksanaan tugas, rencana program sebagai bamimgrekinerja;

f. memeriksa hasil tugas bawahan dengan membandigitara hasil dan
standar yang telah ditetapkan untuk penyempurnasihkerja;

g. pelaksanaan ...



. melaksanakan pengelolaan perpustakaan, pendokwsi@ntperaturan
perundang-undangan;

. melaksanakan fasilitasi dan penyiapan bahan pengmsuancangan
peraturan perundang-undangan dibidang pemakameaapnaan, ruang
terbuka hijau, dekorasi kota dan reklame;

menyusun bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipas serta
penyiapan bahan pemeriksaan tata naskah dinas;

melaksanakan kegiatan pelayanan keprotokolan, rapaipat dinas,
kehumasan dan penyuluhan;

. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan kasspkelaksanaan
administrasi umum dan kepegawaian;

melaksanakan  pengumpulan, pengolahan, penyimpanaan d
pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;

. melaksanakan penerimaan, pendistribusian surakahagan kearsipan
serta pengurusan kerumahtanggaan dinas, pemelihdeaapencatatan
barang - barang inventaris, menyusun administrasi g@genyiapan
rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan

. melaksanakan fasilitasi angka kredit jabatan fuorgsi

. menyusun dan rnenyiapkan bahan administrasi kemggawyang
meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiumrtik pegawai,
karis/karsu, taspen, askes, rencana kebutuhan dormi@an mutasi
pegawai, administrasi pensiun, cuti, Daftar PeailaiPelaksanaan
Pekerjaan (DP-3), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), mperian
penghargaan, pembinaan dan disiplin pegawai, pevgegan Kkarir,
ujian dinas, pendidikan dan pelatihan serta pemitagk kesejahteraan
pegawai;

. membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakanddn@iadministrasi
umum dan kepegawaian:

. melaksanakan monitoring evaluasi pelaporan pelasan tugas
administrasi umurn dan kepegawaian;

. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPDmeHRatah
Provinsi dan Pemerintah Pusat; dan

. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai tugelkok dan

fungsinya.

Paragraf ...



Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan dan Program
Pasal 5

(1) Subbagian Keuangan dan Program dipimpin atenasig Kepala Subbagian.

(2) Kepala Subbagian Keuangan dan Program memputugas pokok
melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris jingkeuangan dan
program.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimanakdiud pada ayat (2),

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program mempunygsifu

a. pengkoordinasikan penyiapan bahan penyusierarama keuangan dan
program kegiatan Dinas;

b. pelaksanaan penyusunan program dan rencgadkeas;

c. pelaksanaan penyusunan bahan pedoman telarzsamal pelaksanaan
urusan dan kebijakan di bidang pemakaman dan painizam

d. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan urusaeripgahan, program
dan kebijakan di bidang pemakaman dan pertamanan,;

e. pengkoordinasian penyiapan bahan dan penyudaparan pelaksanaan
tugas, program dan kegiatan Dinas;

f. pengkoordinasian penyiapan bahan dan penyasumpalaporan
pelaksanaan urusan pemerintahan dan kebijakanddndpipemakaman
dan pertamanan; dan

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelapdiagkup kegiatan
Subbagian Keuangan dan Program.

(4) Uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan danrd&ogdalah sebagai
berikut:

a. menyusun rencana dan program kerja pada sub bégizngan dan
program sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi dan menjelaskan tugas kepada bawahan sesuggn rencana
program yang telah ditetapkan agar program dapaksdinakan secara
efektif dan efisien;

c. memantau, memeriksa dan mengevaluasi pelaksangas tawahan
sesuai rencana kegiatan untuk mencapai sasarantgkmgditentukan
dan penyempurnaan hash kerja;

d. melaksanakan fasilitasi, penyiapan bahan, konsultagan

pengkoordinasian penyusunan program dan rencanaeglinas;

e. melaksanakan ...
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. melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan Eendggmcana
Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kindnatansi Pemerintah
(LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban @LKPdan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LB&D)nformasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD) Dinas;

membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan mosam sesuai
yang direncanakan;

. mengkompilasi program-program kegiatan masing-ngabidang pada
Dinas untuk dianggarkan dalam tahun anggaran harggdtiap tahunnya
dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dakum
Pelaksanaan Anggaran (DPA);

. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaaminadrasi
program dan keuangan;

menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan Kasspklaksanaan
administrasi program dan keuangan serta progranateegsetiap bidang
pada Dinas Pemakaman dan Pertamanan;

menganalisa data untuk bahan penyusunan rancamggyaran serta
pengelolaan dan pengendalian keuangan dan program;

. mengidentifikasi administrasi keuangan dan progrartuk menyusun
kebijakan operasional dinas;

menyiapkan dan rnenyusun bahan koordinasi dan e
pengelolaan serta penyelenggaraan administrasnganalan program,;

. menyusun dan menyiapkan bahan evaluasi untuk menylaporan
pelaksanaan administrasi keuangan dan program;

. mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelas tugas
pengelola keuangan dinas;

. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakaum di bidang
administrasi keuangan dan program,;

. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPDmeHRatah
Provinsi dan Pemerintah Pusat; dan

. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai tugakok dan

fungsinya.

Bagian ...
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Bagian Ketiga
Bidang Pemakaman
Pasal 6

(1) Bidang Pemakaman dipimpin oleh seorang Kepala Bidan

(2) Kepala Bidang Pemakaman mempunyai tugas pokok seetakan sebagian

tugas pokok Kepala Dinas yang menjadi kewenangdddng pemakaman

dan pertamanan lingkup pemakaman.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimanakslimapada ayat (2),

Bidang Pemakaman mempunyai fungsi:

a.

o

penyusunan rencana dan program lingkup peaygpemakaman,
penataan pembangunan pemakaman. serta pemelihagaana dan
prasarana pemakaman;

penyusunan petunjuk teknis lingkup pelayanamgkaman, penataan
pembangunan pemakaman, serta pemeliharaan sarangrasarana
pemakaman;

pelaksanaan lingkup pelayanan pemakaman, gengbembangunan
pemakaman, serta pemeliharaan sarana dan praparaa&aman;
pengkajian rekomendasi dan pemantauan pemggeman lingkup
pelayanan pemakaman, penataan pembangunan pemak&eda
pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman; dan

pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelapdiagkup pelayanan
pemakaman, penataan pembangunan pemakaman, ser&dihpeaan

sarana dan prasarana pemakaman.

(4) Uraian tugas Kepala Bidang Pemakaman adalzgseberikut :

a.

menyusun rencana program di bidang pemakaman laekdaskebijakan
umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakaad&dpawahan
sesuai dengan program yang telah ditetapkan;

mengkaji bahan kebijakan teknis operasional di rmdgelayanan
pemakaman, penataan dan pembangunan pemakamapeseetitharaan
sarana dan prasana pemakaman sebagai bahan rugebgakan;
membina dan memberikan motivasi serta bimbingaradapbawahan
dalam rangka peningkatan produktivitas kerja bawaha
mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan galalkan
kegiatan-kegiatan unit kerja di lingkungan bidaegijpkaman;
memberikan informasi, saran dan pertimbangan efekdi dan efisiensi
pelaksanaan tugas bidang pemakaman kepada Kepa&s Daelalui
sekretaris;

g. mengawasi ...
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g. mengawasi pelaksanaan rencana dan program kerjangkungan
dibidang Pemakaman;

h. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kembijdkpala Dinas
di bidang pemakaman;

i. membuat telaahan staf bidang pemakaman sebagai basakan dalam
rangka penetapan kebijakan Kepala Dinas;

j. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPDmeRatah
Provinsi dan Pemerintah Pusat; dan

k. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai tugakok dan
fungsinya.

(5) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsigseéimana dimaksud pada

ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pemakaman raesaftkan:

a. Seksi Pelayanan Pemakaman;

b. Seksi Penataan Pembangunan Pemakaman; dan

c. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penmakama

Paragraf 1
Seksi Pelayanan Pemakaman

Pasal 7

(1) Seksi Pelayanan Pemakaman dipimpin oleh seorangl& &eksi.

(2) Kepala Seksi Pelayanan Pemakaman mempunyai tugak peelaksanakan
sebagian tugas pokok Kepala Bidang Pemakaman Ingbkelayanan
pemakaman.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimanakdimapada ayat (2),
Kepala Seksi Pelayanan Pemakaman mempunyai fungsi :

a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup aneaypemakaman;

b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pelayanangk@man;

c. pelaksanaan lingkup pelayanan pemakaman yangutiependataan
lahan makam. penerimaan pendaftaran, pengadmsigirgpelayanan
pemakaman serta pelaksanaan pengawasan; dan

d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup petaypemakaman.

(4) Uraian tugas Kepala Seksi Pelayanan Pemakadaahesebagai berikut :

a. menyusun rencana teknis operasional dan prograna kiibidang
pelayanan pemakaman sebagai pedoman pelaksanaan tug

b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuggn rencana
program yang telah ditetapkan agar program dapaksdinakan secara
efektif dan efisien;

C. memantau ...
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c. memantau, memeriksa dan mengevaluasi pelaksangas tawahan
sesuai rencana kegiatan untuk mencapai sasarantgimgditentukan
dan penyempurnaan hasil kerja;

d. melaksanakan dan kerjasama dengan seksi-seksidialimgkungan
bidang pemakarnan atau dengan unit-unit lain dgklimgan Dinas
Pemakaman dan Pertamanan dalam rangka pelaksaigaanpbkok dan
fungsi seksi pelayaan pemakaman;

e. melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengematuRen Daerah
dan Peraturan Walikota tentang pelayanan pemakaman;

f. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tpgés/anan
pemakaman;

g. melaksanakan pendataan dan pemetakan lahan penmkama

h. menerima penyerahan lahan dan pengembaveyoper atas kewajiban
developer menyerahkan 2% (dua persen) lahan danbgmgunan
pemukiman/perumahan;

i. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dadappe&n
pelaksanaan program seksi pelayanan pemakaman asebafan
pertanggungjawaban kepada atasan;

j. melaksanakan pembinaan dan koordinasi terhadap ateRgmakaman
Umum (TPU) dalam meningkatkan pelayanan kepadaanals3t;

k. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kehijakmum dibidang
seksi pelayanan pemakaman,;

I. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPDmnmeRatah
Provinsi dan Pemerintah Pusat; dan

m. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepadaaképmang
pemakarnan; dan

n. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai tugakok dan

fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Penataan Pembangunan Pemakaman
Pasal 8

(1) Seksi Penataan dan Pembangunan Pemakaman dipingdin seorang
Kepala Seksi.

(2) Kepala Seksi Penataan dan Pembangunan Pemakamapunyamntugas
pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Kepalangid@emakaman
lingkup penataan pembangunan pemakaman.

(3) Untuk ...



14

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimanakdimdapada ayat (2),

Kepala Seksi Penataan dan Pembangunan Pemakamagunyanfungsi:

a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkuggamndan pembangunan
pemakaman;

b. penyusunan petunjuk teknis lingkup penataan @@&mbangunan
pemakaman:

c. pelaksanaan lingkup penataan dan pembangunamakpenan yang
meliputi pendataan. Pemetaan, penyusunan rencanautukan
pembiayaan pembangunan, penataan dan penediaan dahekaman
dan pembangunan pemakaman; dan

d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkuptpemalan pembangunan
pemakaman.

(4) Uraian tugas Kepala Seksi Penataan dan Pembandeemakaman adalah
sebagai berikut :

a. menyusun rencana teknis operasional dan prograja lxielang penataan
dan pembangunan pemakaman sebagai pedoman pekksagas;

b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesoueana
program yang telah ditetapkan agar program dapaksdinakan secara
efisien dan efekiif;

c. melaksanakan pendataan, pemetaan dan penataampéhakaman;

d. membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan panatdan
pembangunan pemakaman;

e. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangaatgae dan
pembangunan pemakaman;

f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan sessksi lain di
lingkungan bidang pemakaman atau dengan unit Jainidi lingkungan
Dinas Pemakaman dan Pertamanan dalam rangka peaksdugas
pokok dan fungsi seksi penataan dan pembangunaakaenan;

g. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakaum di bidang
seksi penataan dan pembangunan pemakaman;

h. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPDmeRatah
Provinsi dan Pemerintah Pusat; dan

i. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi danappen
pelaksanaan program seksi penataan dan pembangemakaman
sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan

j. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai tugekok dan
fungsinya.

Paragraf ...
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Paragraf 3
Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman

Pasal 9

(1) Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakapierpird oleh
seorang Kepala Seksi.

(2) Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasaran&d&tearma mempunyai
tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok #&epitlang
Pemakaman lingkup pemeliharaan sarana dan prasaeamkaman.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimanakdimapada ayat (2),
Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasaran&kdaara mempunyai
fungsi :

a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pearesin sarana dan
prasarana pemakaman;

b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pemeliharsamana dan prasarana
pemakaman,;

c. pelaksanaan lingkup pemeliharaan sarana dararpres pemakaman
yang meliputi pendataan. pematauan dan pelaksapaareliharaan
sarana dan prasarana pemakaman; dan

d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup plesn@hn sarana dan
prasarana pemakaman.

(4) Uraian tugas Kepala Seksi Pemeliharaan SatanaPrasarana Pemakaman
adalah sebagai berikut :

a. menyusun rencana teknis operasional dan prograna kkr bidang
pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman,;

b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesggn rencana
program yang telah ditetapkan agar program dapaks#inakan secara
efisien dan efekiif;

c. menyiapkan bahan kajian penyusunan kebijakan bigamgeliharaan
sarana dan prasarana pemakaman;

d. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarankgreamg

e. melaksanakan pendataan, pemantauan dan pengendaliana dan
prasarana pemakaman;

f. membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatametibaraan
sarana dan prasarana pemakaman;

g. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakaum di bidang
seksi pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman,;

h. melaksanakan ...
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melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi danappgn
pelaksanaan program seksi pemeliharaan sarana dasargna
pemakaman sebagai bahan pertanggungjawaban kepada;a
melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPDmeHRatah
Provinsi dan Pemerintah Pusat; dan

melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai tugakok dan

fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pertamanan
Pasal 10

(1) Bidang Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepalarigjda
(2) Kepala Bidang Pertamanan mempunyai tugas pokokkseakan sebagian

tugas pokok Kepala Dinas yang menjadi kewenangdmddng pemakaman

dan pertamanan lingkup pertamanan.
(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimanaksiiapada ayat (2),

Kepala Bidang Pertamanan mempunyai fungsi :

a.

penyusunan rencana dan program lingkup penataarpembangunan
pertamanan serta pemeliharaan sarana dan pragaréaaanan;
penyusunan petunjuk teknis lingkup penataan g&mbangunan
pertamanan serta pemeliharaan sarana dan prageramaanan;
pelaksanaan lingkup penataan dan pembangunaamaeran serta
pemeliharaan sarana dan prasarana pertamanan;

pengkajian rekomendasi dan pemantauan penyelssgy lingkup
penataan dan pembangunan pertamanan serta pewrmtinsarana dan
prasarana pertamanan; dan

pembinaan. monitoring, evaluasi dan pelaporagklip penataan dan
pembangunan pertamanan serta pemeliharaan sarangordaarana

pertamanan.

(4) Uraian tugas Kepala Bidang Pertamanan adalzdgse berikut :

a. menyusun rencana program Bidang Pertamanan bekdaskebijakan

umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawah@amd
melaksanakan tugas sesuai dengan rencana program teah

ditetapkan agar program dapat dilaksanakan seteltf elan efisien;

C. memantau ...
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c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakéamaaran sesuai
rencana program untuk mencapai sasaran yang telehtukan dan
penyempurnaan hasil kerja;

d. mengkaji bahan kebijakan teknis operasional dilgdgmelayanan
penataan dan pembangunan pertamanan serta pemasiinsarana dan
prasarana pertamanan sebagai bahan rumusan kebijaka

e. melaksanakan tata usaha umum untuk mendukung pekks
pengendalian kegiatan bidang;

f. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusarakebigdi bidang
pertamanan;

g. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPDmneHRatah
Provinsi dan Pemerintah Pusat; dan

h. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluaga seelaporan
pelaksanaan di bidang pertamanan sebagai bahamgguingjawaban
kepada atasan; dan

i. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai tugekok dan
fungsinya.

(5) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi ssb@na dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pertamananbawamahkan:

a. Seksi Penataan dan Pembangunan Pertarnanan;

b. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pestaman

Paragraf 1
Seksi Penataan dan Pembangunan Pertamanan
Pasal 11

(1) Seksi Penataan dan Pembangunan Pertamanan dijlapiseorang Kepala
Seksi.

(2) Kepala Seksi Penataan dan Pembangunan Pertamamapumeai tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Kepalangid2ertamanan
lingkup penataan dan pembangunan pertamanan.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimanaksiimapada ayat (2),
Kepala Seksi Penataan dan Pembangunan Pertamamgumgi fungsi:

a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup gmamatdan
pembangunan pertamanan;
b. penyusunan petunjuk teknis lingkup penataan g@@&mbangunan

pertamanan;

c. pelaksanaan ...
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c. pelaksanaan lingkup penataan dan pembangunaamaeran yang
meliputi pendataan taman, pembinaan dan pembanganamn sesuai
dengan tata ruang dan rencana kota, pengendalianpdmbinaan
pembangunan taman yang dilaksanakan masyarakaudénusaha; dan

d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup aanatan pembangunan
pertamanan.

(4) Uraian tugas Kepala Seksi Penataan dan Pembandgertamanan adalah
sebagai berikut :

a. menyusun rencana rencana teknis operasional, pelaks kebijakan
dan program kerja pada seksi penataan dan pembkamgertamanan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan desigan program
dan rencana yang telah ditetapkan agar programateegi dapat
dilaksanakan secara efektif dan efesien;

c. memantau, memeriksa dan mengevaluasi pelaksangas tawahan
sesuai rencana kegiatan untuk mencapai sasarantgimgditentukan
dan penyempurnaan hasil kerja,

d. melaksanakan pendataan dan pembinaan pembanguman tesuai
dengan tata ruang dan rencana kota;

e. melaksanakan pengendalian pembangunan taman ydaksatiakan
masyarakat dan dunia usaha;

f. mengkompilasi dan menganalisis data untuk bahanarkajeknis
pengembangan penataan dan pembangunan pertamanan dengan
ruang lingkup pekerjaan yang terdiri dan tamanmata pulau jalan,
taman median jalan, taman - taman lingkungan, tamaisile dan taman
gerbang kota;

g. menyusun rencana program dan kegiatan serta mdaentakala
prioritas kegiatan bidang penataan dan pembanguerammanan;

h. membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan segaag
direncanakan;

i. melaksanakan penanaman tanaman perdu/semak damatah#&s pada
taman-taman pulau jalan, taman median jalan, tanofie, taman kota
dan taman gerbang kota;

J.  menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan kasspkelaksanaan
pengembangan pembangunan penataan dan pembangutzangman;

k. melaksanakan kegiatan penataan dan pembangunampegn pada
taman - taman pulau jalan, taman median jalan, namabile, taman
kota dan taman gerbang kota;

| . melaksanakan ...



19

I. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi darapp&n
pelaksanaan program penataan dan pembangunan geararsebagai
bahan pertanggungjawaban kepada atasan;

m. melaksanakan penyuluhan/sosalisasi dan meningkatkala-pola
kemitraan dalam pembangunan dan penataan tamamn jplda, taman-
taman lingkungan, taman median jalan, tamabile dan taman gerbang
kota;

n. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakaum pada seksi
penataan dan pembangunan pertamanan oleh pimpinan;

0. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPDmneHRatah
Provinsi dan Pemerintah Pusat; dan

p. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai tugekok dan

fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pertarnanan
Pasal 12

(1) Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pertathpmapin oleh seorang
Kepala Seksi.

(2) Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana dan PrasararamBean mempunyai
tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok &&pdhng Pertamanan
lingkup pemeliharaan sarana dan prasarana pertamana

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimanaksimapada ayat (2),
Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana dan PrasararamBedan mempunyai
fungsi:

a. penyusunan rencana dan program lingkup sarama ptasarana
pertamanan;

b. penyusunan bahan petunjuk teknis operasiongkdim sarana dan
prasarana pertamanan;

c. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan saraaa tgang meliputi
pendataan, pemantauan dan pelaksanaan pemelihge@ana dan
prasarana pertamanan; dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporaelakganaan
pemeliharaan sarana dan prasarana pertamanan sedaaka.

(4) Uraian tugas Kepala Seksi Pemeliharaan SaranaPdasarana Pertarnanan

adalah sebagai berikut :

a. menyusun ...
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a. menyusun rencana teknis operasional dan prograna kkr bidang
pemeliharaan sarana dan prasarana pertamanan isebed@man
pelaksanaan tugas;

b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan desigan program
dan rencana yang telah ditetapkan agar programt diilsksanakan
secara efisien dan efektif;

c. memantau, memeriksa dan mengevaluasi pelaksangas tawahan
sesuai rencana kegiatan untuk mencapai sasarantgimgditentukan
dan penyempurnaan hasil kerja,

d. melaksanakan pendataan dan pemantauan sarana @&arapa
pertamanan;

e. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan kasspelaksanaan
pemeliharaan sarana dan prasarana pertamanan;

f. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarareanpean sesuali
dengan ruang lingkup pekerjaan yang terdiri dararsa penyiraman,
pengelolaan sampah pertamanan, elemen pendukung teperti pagar,
kursi, pedestrian, pot bunga, sarana utilitas siepaluran drainase dan
tong sampah;

g. membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan segaag
direncanakan;

h. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kehijakaum pada seksi
pemeliharaan sarana dan prasarana pertamananimigingn;

i. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPDmeRatah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;

j. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dadapp&n
pelaksanaan program seksi pemeliharaan sarana dasargna
pertarnanan sebagai bahan pertanggungjawaban kefzasada; dan

k. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai tugekok dan

fungsinya.
Bagian Keenam
Bidang Ruang Terbuka Hijau dan Hutan Kota

Pasal 13

(1) Bidang Ruang Terbuka Hijau dan Hutan Kota dipimgeh seorang Kepala
Bidang.

(2) Kepala ...
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(2) Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau dan Hutan Kotanpiwmyai tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas pokok KepalasDyaag menjadi
kewenangan di bidang pemakaman dan pertamanarupnglang terbuka
hijau dan hutan kota.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimanaksiimapada ayat (2),
Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau dan Hutan Kotenpunyai fungsi:

a. penyusunan rencana dan program lingkup ruabgkarhijau dan hutan
kota;

b. penyusunan petunjuk teknis lingkup ruang terbhjeas dan hutan kota;
pelaksanaan lingkup ruang terbuka hijau dannhkibéa; dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporaiddng lingkup ruang
terbuka hijau dan hutan kota.

(4) Uraian tugas Kepala Bidang Ruang Terbuka Hgao Hutan Kota adalah
sebagai berikut :

a. menyusun rencana program bidang ruang terbuka Hgauhutan kota
berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoraiksanaan
tugas;

b. membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakaad&dmwahan
sesuai dengan program yang telah ditetapkan;

c. membina dan memberi petunjuk kepada bawahan dalelmksanakan
tugas sesuai dengan rencana program yang telahpdiée agar program
dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

d. memantau pelaksanaan kebijakan ruang terbuka dgaw hutan kota
sesuai rencana program untuk mencapai sasararigtahglitentukan;

e. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengamearbhandingkan
pelaksanaan tugas dengan rencana program agaoldipdrasil kerja
yang diharapkan;

f. menganalisis bahan kebijakan teknis pengelolaanmaptaatan,
penataan, pemeliharaan, perlindungan dan pengandiatétang Ruang
Terbuka Hijau dan Hutan Kota sebagai bahan rumkeshijakan;

g. membuat rumusan kebijakan sebagai bahan pedomancpeaan,
pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelapordidding ruang terbuka
hijau dan hutan kota;

h. membuat rumusan bidang ruang terbuka hijau dannhktéa dalam
pengembangan penataan ruang terbuka hijau, peaghigan hutan kota
serta penyuluhan dan pengendalian penghijauan aebhghan
perumusan kebijakan operasional,

i. mengkaji ...
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mengkaji bahan kebijakan teknis di bidang penataang terbuka hijau,
penghijauan dan hutan kota sebagai bahan rumubsgaken;

membuat telaahan staf sebagai bahan perumusarakeebigi bidang
ruang terbuka hijau dan hutan kota;

melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPDmeRatah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;

Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi danappean
pelaksanaan program ruang terbuka hijau serta pangh dan hutan

kota sebagai bahan pertanggungjawaban kepada jadasan

. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai tugakok dan

fungsinya.

(5) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi ssmb@ana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Ruang Terbtika dan Hutan Kota

membawahkan:

a.
b.

Seksi Penataan Ruang Terbuka Hijau;

Seksi Penghijauan dan Hutan Kota.

Paragraf 1
Seksi Penataan Ruang Terbuka Hijau
Pasal 14

(1) Seksi Penataan Ruang Terbuka Hijau dipimpin olehesg Kepala Seksi.
(2) Kepala Seksi Penataan Ruang Terbuka Hijau memputuggs pokok
melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala BidanghiRauan lingkup

penataan ruang terbuka hijau.
(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimanaksimapada ayat (2),

Kepala Seksi Penataan Ruang Terbuka Hijau mempiunygsi:

a.

d.

pengumpulan dan penganalisaan data lingkup geematuang terbuka
hijau;

penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penatzeng terbuka hijau;

pelaksanaan lingkup penataan ruang terbuka hyang meliputi

pendataan lahan dan kawasan penghijauan, pemetasvasdn

penghijauan dan penanaman penghijauan; dan

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatakulngenataan ruang

terbuka hijau.

(4) Uraian tugas Kepala Seksi Penataan Ruang Tarblijku adalah sebagai

berikut :

a. menyusun ...
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. menyusun rencana program bidang ruang terbuka Hgauhutan kota
berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoraiksanaan
tugas;

. membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakad&dpawahan
sesuai dengan program yang telah ditetapkan;

. membina dan memberi petunjuk kepada bawahan dalalaksanakan
tugas sesuai dengan rencana program yang telahpiisée agar program
dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

. memantau pelaksanaan kebijakan ruang terbuka Hgau hutan kota
sesuai rencana program untuk mencapai sasararigtahglitentukan;

. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengamearbandingkan
pelaksanaan tugas dengan rencana program agaoldipdrasil kerja
yang diharapkan;

menganalisis bahan kebijakan teknis pengelolaanmapfaatan,
penataan, pemeliharaan, perlindungan dan pengandiatétang Ruang
Terbuka Hijau dan Hutan Kota sebagai bahan rumkeshijakan;

. membuat rumusan kebijakan sebagai bahan pedomancpeaan,
pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelapordidding ruang terbuka
hijau dan hutan kota;

. membuat rumusan bidang ruang terbuka hijau dannhkitéa dalam
pengembangan penataan ruang terbuka hijau, peaghigan hutan kota
serta penyuluhan dan pengendalian penghijauan a@ebhghan
perumusan kebijakan operasional,

mengkaji bahan kebijakan teknis di bidang penataang terbuka hijau,
penghijauan dan hutan kota sebagai bahan rumubsgaken;

membuat telaahan staf sebagai bahan perumusarakabidi bidang
ruang terbuka hijau dan hutan kota;

. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPDmneHatah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;

melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dardappean
pelaksanaan program ruang terbuka hijau serta pangh dan hutan
kota sebagai bahan pertanggungjawaban kepada ;adasan

. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai tugakok dan

fungsinya.

Paragraf ...
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Paragraf 2
Seksi Penghijauan dan Hutan Kota
Pasal 15

(1) Seksi Penghijauan dan Hutan Kota dipimpin olehaepKepala Seksi.

(2) Kepala Seksi Penghijauan dan Hutan Kota mempunygast pokok
melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala BidanggRUarbuka Hijau
dan Hutan Kota lingkup penghijauan dan hutan kota.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimgkada ayat (2),
Kepala Seksi Penghijauan dan Hutan Kota mempuoyajsi:

a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pangh dan hutan
kota;

b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup peagai dan hutan kota;

c. pelaksanaan lingkup penghijauan dan hutan katag meliputi
pembinaan dan sosialisasi pelaksanaan penghijaatan dan menerima
pengaduan, pengendalian penebangan pohon, pemangkashon
melakukan pengecekan ke lapangan dan menugasksitiRdPegawai
Negeri Sipil dan melaksanakan koordinasi dengantamss yang
berwenang dalam rangka penyelidikan, pemeriksaaningakan dan
penertiban sebagai tindak lanjut atas pelanggaeaatyran daerah dan
peraturan Walikota; dan

d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatakulingpenghijauan dan
hutan kota.

(4) Uraian Tugas Kepala Seksi Penghijauan dan Hutam ladialah sebagai
berikut :

a. menyusun rencana teknis operasional dan progranja keeksi
penghijauan dan hutan kota sebagai pedoman petsangas;

b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan gesigan program
dan rencana yang telah ditetapkan agar programt diilsksanakan
secara efektif dan efesien;

c. memantau pelaksanaan tugas bawahan sesuai renegi@ak untuk
mencapai sasaran yang telah ditentukan;

d. memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawdgngan cara
membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana paamram
kegiatan sebagai bahan untuk penyempurnaan hagl &an sebagai

bahan penilaian kinerja bawahan;

e. memeriksa ...
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. memeriksa hasil tugas bawahan dengan membandirgkara hasil dan
standar yang telah ditetapkan untuk penyempurnasihkerja;
mengkompilasi dan menganalisis data natalitas daaortaiitas
penghijauan pada seksi penghijauan dan hutan kota;

. membuat rencana program dan kegiatan serta peneskata prioritas
kegiatan penghijauan dan pengendalian penghijapanebangan dan
pemangkasan pohon);

. membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan seyaag
direncanakan;

menyusun dan menyiapkan bahan laporan basil peocsantan evaluasi
pelaksanaan kegiatan di lingkup pelaksanaan peramardan
pengendalian penghijauan termasuk penebangan darang&asan
pohon;

menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan Kasspklaksanaan
dan pengendalian penghijauan;

. menyiapkan dan menyusun bahan koordinasi dan peaanbin
pengembangan serta kemitraan dalam pengendalighiparan;
melaksanakan pembinaan dan sosialisasi penghijek@a serta
penerimaan pengaduan dan permohonan dalam penaebanga
pemangkasan pohon;

. pelaksanakan pengecekan ke lapangan dan menugddsaydik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam rangka penyeidikpemeriksaan,
penindakan dan penertiban atas pelanggaran peratlaarah dan
peraturan walikota;

. menyusun dan menyiapkan bahan kebijakan penge]gbeameliharaan,
pernanfaatan, perlindungan dan pengamanan dan npfaige hutan
kota,

. mengkaji dan menyiapkan bahan kebijakan pembandgunam kota;

p. menyusunan rencana pernbinaan dan pengendaliamkuaitg

g. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPDmneHRatah

Provinsi dan Pemerintah Pusat;
melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai tugelkok dan

fungsinya.

Bagian ...
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Bagian Ketujuh
Bidang Dekorasi Kota dan Reklame
Pasal 16

(1) Bidang Dekorasi Kota dan Reklame dipimpin oleh segrKepala Bidang.

(2) Kepala Bidang Dekorasi Kota dan Reklame yang meygiutnigas pokok
melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Dinas yaremjadi
kewenangan di bidang pemakaman dan pertamanarufpindékorasi kota
dan rekiame.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimanaksiiapada ayat (2),

Kepala Bidang Dekorasi Kota dan Reklame mempunyeagdi:

a. penyusunan rencana dan program lingkup penatekorasi kota dan
reklame serta pengawasan dan pengendalian dekotagian reklame;

b. penyusunan petunjuk teknis lingkup penataammesk kota dan reklame
serta pengawasan dan pengendalian dekorasi kotaklame;

c. pelaksanaan lingkup penataan dekorasi kota dsdame serta
pengawasan dan pengendalian dekorasi kota damekla

d. pengkajian rekomendasi, pengawasan dan pengemgehyelenggaraan
penataan dekorasi kota dan reklame serta pengawasapengendalian
dekorasi kota dan reklame; dan

e. pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelapomakpanaan lingkup
penataan dekorasi kota dan reklame serta pengawasapengendalian
dekorasi kota dan reklame.

(4) Uraian tugas Kepala Bidang Dekorasi Kota dakldee adalah sebagai
berikut :

a. menyusun rencana program bidang dekorasi kota dadame
berdasarkan kebijakan urnum daerah sebagai pedgekksanaan
tugas;

b. membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakaad&dmwahan
sesuai dengan program yang telah ditetapkan;

c. memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanaigas sesuai
dengan rencana program yang telah ditetapkan agargm dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien;

d. memantau pelaksanaan kebijakan bidang dekorasi d¢ama reklame

sesuai rencana program untuk mencapai sasararigtahglitentukan;

e. mengevaluasi ...
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e. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengamearbandingkan
pelaksanaan tugas dengan rencana program agaoldipdrasil kerja
yang diharapkan;

f. mengkaji bahan kebijakan teknis di bidang dekdtat dan reklame;

g. mengkaji dan merumuskan pedoman rekomendasi, p&sgaw dan
pengendalian penyelenggaraan dekorasi kota daammekl

h. mengkaji rekomendasi izin reklame sesuai dengarekangan;

i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dekotasldn reklame;

J. mengkompulasi dan menganalisis data penyelenggatakorasi kota
dan reklame yang terdiri dari ornamen estetika kefzerti patung, tugu,
air mancur dan lampu hias;

k. melaksanakan pengawasan dan pengendalian izimreldasuai dengan
kewenangan;

I. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusarakabidi bidang
dekorasi kota dan reklame;

m. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPDmeRatah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;

n. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi darapp&n
pelaksanaan program bidang dekorasi kota dan rekkehagai bahan
pertanggungjawaban kepada atasan; dan

0. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai tugakok dan
fungsinya.

(5) Dalam menjalankan tugass pokok dan fungsigab®mna dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Dekorasi Kol@n Reklame
membawahkan:

a. Seksi Penataan Dekorasi Kota dan Reklame;

b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian DekorasdéntReklame.

Paragraf 1
Seksi Penataan Dekorasi Kota dan Reklame
Pasal 17

(1) Seksi Penataan Dekorasi Kota dan Reklame dipimigih seorang Kepala
Seksi.

(2) Kepala Seksi Penataan Dekorasi Kota dan Reklamepongyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala BidangrBsik Kota dan
Reklame lingkup Penataan Dekorasi Kota dan Reklame.

(3) Dalam ...
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(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimanaksimapada ayat (2),

Kepala Seksi Penataan Dekorasi Kota dan Reklameoomgyai fungsi :

a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup geemdekorasi kota dan
reklame;

b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penatiekorasi kota dan
reklame;

c. pelaksanaan lingkup penataan dekorasi kotareldame yang meliputi
pemetaan titik dekorasi kota sesuai tata ruang, bpegunan.
pemasangan, pemeliharaan dan pematauan dekorasdkat

d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatakulingenataan dekorasi
kota dan reklame.

(4) Uraian tugas Kepala Seksi Penataan Dekorasa idan Reklame adalah
sebagai berikut :

a. menyusun rencana teknik operasional dan prograna kexda seksi
penataan dekorasi kota dan reklame sebagai pedostesanaan tugas;

b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan desigan program
dan rencana yang telah ditetapkan agar progrant ddglesanakan;

c. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangaatga® dekorasi
kota;

d. memantau dan memeriksa pelaksanaan tugas bawabaai sencana
kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditenfuk

e. melaksanakan pemetaan titik reklame sesuai tatg p@mbangunan;

f. mengkompulasi dan menganalisis data dalam linglelkorsi kota yang
terdiri dan ornamen-ornamen estetika kota sepetung, tugu, air
mancur dan lampu hias serta reklame;

g. membuat rencana program dan kegiatan serta me@ensldla prioritas
kegiatan dekorasi kota dan reklame;

h. membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan segaag
direncanakan;

i. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan kasspkelaksanaan
dekorasi kota dan reklame;

j. mengidentifikasi tempat dan jalan untuk menyusunbijlkan
pelaksanaan reklame insidentil;

k. menyiapkan dan menyusun bahan/rekomendasi, kosrdisarta
konsultasi dalam rangka penempatan dan pemasasgiame sebagai

bahan tindak lanjut;

|. membuat ...
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membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kehijakaum reklame
oleh pimpinan;

. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPDmeHRatah

Provinsi dan Pemerintah Pusat;

melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporaakpahaan tugas
sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai tugelkok dan

fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dekorasi Kotaaldame
Pasal 18

(1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dekorasi Kot&eldame dipimpin

oleh seorang Kepala Seksi.

(2) Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dekoctsi dan Reklame

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tuglek pKepala

Bidang Dekorasi Kota dan Reklame lingkup pengawakan pengendalian

dekorasi kota dan rekiame.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimanaksiimapada ayat (2),

Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dekoodai dan Reklame

mempunyai fungsi :

a.

pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pasga dan

pengendalian dekorasi kota dan reklame;

penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengawa dan

pengendalian dekorasi kota dan reklame;

pelaksanaan lingkup pengawasan dan pengendddieorasi kota dan
reklame yang meliputi penertiban reklame dan dedokata dengan
melakukan pengecekan ke lapangan dan menugasksitiRéPegawai

Negeri Sipil dan melaksanakan koordinasi dengartamss yang

berwenang dalam rangka penyelidikan, pemeriksaaningakan dan
penertiban sebagai tindak lanjut atas pelanggaesatyran daerah dan
peraturan Walikota;

pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyaieaiggaengawasan
dan pengendalian dekorasi kota dan reklame; dan

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatakupngengawasan dan
pengendalian dekorasi kota dan reklame.

(3) Uraian ...
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(4) Uraian tugas Kepala Seksi Pengawasan dan PaaigenDekorasi Kota dan

Reklame adalah sebagai berikut :

a. menyusun rencana teknis operasional dan prograja da&n pelaksanaan
kebijakan pada seksi pengawasan dan pengendaliamade kota dan
reklame;

b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan gsesg@n program
dan rencana yang telah ditetapkan agar progranaldergefektif dan
efesien;

c. menjelaskan tugas kepada bawahan sesuai dengamagmogram yang
telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakaaraseefektif dan
efisien;

d. memantau, memeriksa dan mengevaluasi pelaksangas tawahan
sesuai rencana kegiatan untuk mencapai sasarantgimgditentukan
dan penyempurnaan hasil kerja,

e. mengkompulasi dan menganalisis data pengawasarpelagendalian
dekorasi kota dan reklame;

f. membuat rencana program dan kegiatan serta mersiangkala
prioritas kegiatan sesuai arahan dari atasan laggsu

g. membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan segaag
direncanakan;

h. membuat kajian bahan rekomendasi pengendalian aik&ota dan
reklame;

i. menyiapkan dan menyusun bahan koordinasi pemedihardan
pemantauan dekorasi kota seperti tugu, patungmnaircur dan lampu
hias serta penertiban reklame;

J. melaksanakan koordinasi dengan instansi yang bargedalam rangka
penertiban dan penindakan sebagai tindak lanjus g@langgaran
peraturan daerah dan peraturan walikota;

k. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakaum di bidang
dekorasi kota dan reklame;

I. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPDmeRatah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;

m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporaakpahaan program
seksi pengawasan dan pengendalian dekorasi kotaellEame sebagai
bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan

n. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai tugekok dan

fungsinya.

BAB ...
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BAB llI
UPT
Pasal 19

Tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan Tata Kerfa@®aOrganisasi UPT pada

Dinas akan diatur dan ditetapkan dengan Peratltiaikota tersendiri.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 20

(1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas memputugas membantu
Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugass Diesdasarkan
keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuagaste prosedur dan
ketentuan yang berlaku.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugasasedengan peraturan
perudang — undangan.

(3) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh segratenaga fungsional
senior yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keput&pala Dinas.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 21

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsingpal& Dinas, Sekretaris,
Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, akegJPT dan
Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan iprinsoordinasi
integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungaasimg-masing maupun
antar satuan organisasi di lingkungan Dinas, sestansi lain di luar Dinas,
sesuai dengan tugas pokok.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengabawahannya masing -
masing dan bila teijadi penyimpangan agar mengaiaigkah-langkah
yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundaugngan.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggwadja memimpin dan
rnengkoordinasikan bawahan masing-masing dan mékahebimbingan
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap ...
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(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib merigkan mematuhi petunjuk
dan bertanggungjawab kepada atasan masing - masingmenyiapkan
laporan berkala tepat pada waktunya.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan aatuwrganisasi dan
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagdarbauntuk
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberigatunjuk kepada
bawahan.

(6) Dalam penyampaikan laporan kepada atasan, samblaporan wajib
disampaikan kepada satuan organisasi lain yang rasebéangsional
mempunyai hubungan kerja.

(7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan sattgemisasi dibawahnya
dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawaiasimg-masing,

wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 22

Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Kaga ini merupakan
landasan kerja di lingkungan Dinas dan wajib urdilgksanakan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku,amak

1. Ketentuan Pasal 116 sampai dengan Pasal 120 Rerailalikota Bandung
Nomor 474 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokak Flangsi Satuan
Organisasi pada Lembaga Teknis Daerah Kota BandBegta Daerah
Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 21); dan

2. Ketentuan Pasal 179 sampai dengan Pasal 194 ReraiMalikota Bandung
Nomor 475 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokak Flangsi Satuan
Organisasi pada Dinas Daerah Kota Bandung (Beardh Kota Bandung
Tahun 2008 Nomor 22).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...
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Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangka

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahgangundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalaritaB Daerah Kota

Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Juni 2010

WALIKOTA BANDUNG,
TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 22 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2010 NOMOR 30



